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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi Penerapan 
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004. 
Penelitian ini menggambarkan Analisis Sistem Anggaran Berbasis Kinerja 
Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan pendekatan 
studi kasus secara deskriptif dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini 
menggunakan data primer dan sekunder karena teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisa datanya 
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan 
PP Nomor 21 Tahun 2004 di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai Sistem anggaran 
berbasis kinerja tidak lagi melihat pada masukan melainkan pada pengeluaran 
yang mengandung pengendalian biaya sehingga seluruhan lokasi anggaran 
berjalan sesuai dengan baik. secara garis besar sistem anggaran sesuai dengan PP 
Nomor 24 Tahun 2004 dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang terkait 
dengan pendanaan pengeluaran melalui tingkat kegiatan yang telah terencana 
dengan baik dan memiliki kualitas yang baik pada hasil akhir dari kegiatan. 
 
 
Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Keluaran dan PP Nomor 21 Tahun 2004 
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this study was to analyze and evaluate the Implementation of 
Performance-Based Budget Systems Based on Government Regulation Number 21 
Year 2004. This study describes the Analysis of Performance-Based Budget 
Systems Based on Government Regulation Number 21 of 2004. This research is a 
descriptive case study approach with qualitative research. This study uses 
primary and secondary data because of the techniques used in data collection by 
means of interviews and document studies. Analysis of the data uses data 
reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the 
Performance-Based Budget System Based on Government Regulation Number 21 
of 2004 in Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai The performance-based budget system no 
longer looks at inputs but rather on expenditures that contain cost control so that 
the entire budget location runs well. Broadly speaking, the budget system is in 
accordance with Government Regulation No. 24 of 2004 in the performance-
based budgeting related to expenditure funding through a well-planned and well-
quality level of activity on the final results of activities. 
 
 
Keywords: Performance Based Budget, Output and PP Number 21 of 2004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem keuangan merupakan sasaran yang harus diperbaiki untuk dapat 

memberikan dana dan informasi yang akan mendukung manajer dalam 

mengambil keputusan. Pemerintah telah menetapkan reformasi untuk 

meningkatkan pelayanan publik dibidang keuangan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Pembendaharaan Negara pada pasal 68 dan 69 menyatakan bahwa 

instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan 

kepada masyarakat harus menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang 

fleksibel dengan menonjolkan efesiensi dan efektivitas. 

Rumah sakit merupakan organisasi kompleks yang dalam berbagai 

aktivitasnya membutuhkan penanganan serius. Aktivitas jasa rumah sakit sangat 

terkait dengan hal berikut: pelayanan, keuangan, aturan, kepuasan pasien, 

manajemen, dan kondisi masyarakat. Rumah sakit Indonesia harus bangkit dan 

memberikan harapan agar dapat menjadi tuan rumah yang dihargai warganya 

dalam pelayanan kesehatan yang diawali dengan perencanaan anggaran.  

Rumah sakit yang menganggarkan pelayanannnya berbasis input dan 

sebagian lagi sudah ke arah indikator proses. Pada dasarnya Anggaran berbasis 

kinerja mengarah kepada output atau produk yang mengandalkan kinerja. Jika 

berbasis kinerja hanya indikator efektivitas, efisiensi, transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan rumah sakit yang tujuan utama dalam mengalokasikan 
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sumber daya rumah sakit dalam sistem penganggaran, artinya berbagai sistem 

penganggaran antara lain Traditional Budgeting atau dikenal pula dengan Line-

Item Budgeting, kemudian muncul Performance Budgeting, Planning 

Programming Budgeting System, lalu muncul pula Zero Based Budgeting. 

Dalam perkembangannya muncul variasi-variasi dari Performance Budgeting 

seperti Mission Driven budgeting dan Entrepreneurial Budgeting. 

Perubahan ini berimbas kepada tanggungjawab keuangan yang tidak lagi 

kepada Departemen Kesehatan melainkan kepada Departemen Keuangan, 

sehingga harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang pengelolaannya 

mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan efesiensi anggaran yang akan 

disusun berdasarkan kinerja (Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 

2002). 

Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai merupakan rumah sakit pemerintah yang 

berperan penting dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Rumah sakit 

dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan 

selalu melakukan pengembangan mandiri dalam pengelolaan baik operasional 

maupun pengelolaan keuangan. Pada dasarnya Aparatur Pemerintah dapat 

mengubah pola pikir yang selama ini diterapkan dengan mengubah budaya 

administrator menjadi budaya kinerja. Dengan adanya perubahan, maka kepala 

Instansi  dituntut harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam menetapkan 

secara jelas sasaran, tujuan, dan target yang akan dicapai didalam suatu instansi. 

Dalam administrasi rumah sakit yang merupakan bagian dari sistem 

administrasi keuangan publik, sering kali berpeluang terjadi KKN (Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme) dari celah anggaran dan penyalahgunaan wewenang serta 
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kekuasaan (diskresi). Perencanaan anggaran dapat di mark up dan 

disembunyikan pada item yang sangat banyak, alokasi yang tidak tepat dan yang 

lebih berbahaya lagi adalah tidak matching-nya tujuan pencapaian anggaran 

dengan jumlah nilai uang yang harus dianggarkan. 

Pimpinan rumah sakit atau penguasa anggaran pun dapat membuat suatu 

aturan yang mengamankan dirinya untuk mendapatkan fasilitas dan alokasi 

anggaran dari kewenangan dan kekuasaanya, inilah yang dikenal dengan 

diskresi. Sistem anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu bagian yang sangat 

penting dalam proses akuntansi, khususnya pada sektor pemerintahan. Sistem 

anggaran berbasis kinerja lebih berfokus pada manajemen sektor publik yang 

berorientasi kepada para kinerja, bukan kepada kebijakan yang berlaku. Sistem 

anggaran berbasis kinerja merupakan pendanaan yang dicatat untuk 

melaksanakan kegiatan dengan menggunakan metode penganggaran bagi 

manajemen dalam menentukan keluaran hasil yang diharapkan dapat mencapai 

hasil yang memiliki kualitas baik (Halim, 2012). 

Indikator efisiensi dan efektifitas dapat dipergunakan sebagai alat untuk 

mengukur pencapaian kinerja suatu program/kegiatan. Efisiensi merupakan 

penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi 

keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan 

proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan 

tujuan suatu program/kegiatan. Meskipun kadang kala hasil seringkali hanya 

berupa keluaran yang berindikasi kuat atau dapat memberikan kontribusi bagi 

tercapainya sasaran tujuan. Transparan yaitu proses perencanaan, pelaksanaan 

serta pertanggungjawaban anggaran harus diketahui semua pihak. Sedangkan 
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akuntabilitas, yaitu bahwa pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggung 

jawabkan setiap saat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Anggaran 

Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan di Rumkit Tk IV 01.07.02 

Binjai.” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas kinerja mengharuskan rumah 

sakit untuk memperbaiki sistem anggaran berbasis kinerja. 

b. Tidak sekedar kinerja yang melakukan anggaran berbasis kinerja, akan tetapi 

pimpinan juga melakukan anggaran berbasis kinerja. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan batasan masalah Analisis Sistem Anggaran Berbasis Kinerja 

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004 di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Analisis Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada Rumkit Tk IV 

01.07.02 Binjai ? 

2. Bagaimana Analisis Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 dalam sistem 

anggaran berbasis kinerja pada Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada Rumkit Tk IV 

01.07.02 Binjai. 

b. Untuk mengetahui Analisis Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 dalam 

sistem anggaran berbasis kinerja pada Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana menambah wawasan dan refrensi 

dalam bidang ilmu keuangan, khususnya sistem anggaran yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan. 
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b. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mendukung 

pelaksanaan sistem anggaran yang mengacu kepada kualitas pengelolaan 

keuangan. 

c. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, referensi dan 

dapat mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik 

selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Reza Nanda (2016), 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul “Analisis Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah.” Sedangkan penelitian ini berjudul 

“Analisis Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 

2004 Di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada 

Tabel 1.1 
Keaslian Penelitian 

No Perbedaan Penelitian 
 

Penelitian Terdahulu Penelitian Sekarang 

2 Sumber Data Penelitian terdahulu 
dilakukan di RSUD 
Bangil Kabupaten 
Pasuruan 

Penelitian Sekarang 
dilakukan di Rumkit Tk 
IV 01.07.02 Binjai 

3 Waktu Penelitian Penelitian terdahulu 
dilakukan pada Tahun 
2015 

Penelitian sekarang 
dilakukan pada Tahun 
2019 

4 Lokasi Penelitian Penelitian terdahulu 
melakukan penelitian di 
Kabupaten Pasuruan 

Penelitian sekarang 
melakukan penelitian di 
Binjai 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Uraian Teoritis 

1. Stewardship Theory 

Stewardship theory adalah teori yang menyatakan bahwa para 

manajemen lebih mengutamakan hasil utama untuk kepentingan instansi 

dibandingkan merespon tujuan-tujuan kinerja di instansi. Teori pelayanan 

yang mengarah kepada pihak yang diberikan wewenang harus didasarkan 

asas kepercayaan, dimana dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan 

pimpinan harus dikerjakan secara penuh tanggungjawab dan dapat 

dicerminkan sebagai good steward. Teori pelayanan ini dapat dikembangkan 

dalam instansi sektor publik yang mengarah pada non profit (Fajar, 2012). 

Stewardship Theory lebih mempertimbangkan faktor sosiologis dan 

faktor psikologis yang dapat menghasilakan informasi laporan keuangan yang 

berkualitas, dalam hal ini teori mengarah kepada pendekatan kepemimpinan 

(Fajar, 2012). Teori pelayanan ini menunjukkan bahwa pimpinan bertugas 

sebagai penerima amanah dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 

intansi dan para pengguna informasi keuangan di instansi. 

Hubungan teori Stewardship dengan penelitian ini adalah dimana kepala 

bagian keuangan tidak termotivasi dengan tujuan para kinerja. Tetapi, lebih 

mengutamakan pada hasil atau sasaran yang dikerjakan oleh para kinerja. 

Para kinerja yang telah diberikan tugas harus bertanggungjawab sepenuhnya 

terhadap tugas yang telah diberikan oleh kepala rumah sakit. 
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2. Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan) 

Goal Setting Theory atau Teori Penetapan Tujuan merupakan aturan 

dasar dari setiap tujuan secara mendasar. Pemimpin diwajibkan menggunakan 

teori ini dalam pengambilan keputusan dan mencapai hasil akhir dengan 

begitu sasaran kerja untuk setiap kinerja dalam tersusun dengan baik dan 

sasaran-sasaran yang ingin dicapai memiliki nilai pribadi (Darmawan, 2012). 

Hubungan teori ini dengan penelitian adalah para kinerja pegawai 

mempengaruhi kinerja kepemimpinan. Apabila pegawainya baik dalam 

menyusun anggaran dan berhasil menyampaikan informasi kepada pemimpin, 

maka kinerja pemimpin juga akan meningkat dan proses pengambilan 

keputusan juga mudah. 

 

3. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (Agency Theory) menyatakan pihak penerima wewenang 

yaitu pemimpin (agensi) yang dicatat dalam bentuk kontrak kerja. Teori 

keagenan berawal dari teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologis, dan 

teori organisasi. Teori ini memiliki prinsip tentang adanya hubungan kerja 

antara pihak yang memiliki wewenang atau disebut prinsipal (Santoso, 2015). 

Teori keagenan menunjukkan keunggulan berupa informasi keuangan 

dari pihak yang berwenang. Sementara itu pihak yang berwenang lebih 

menunjukkan keunggulan kekuasaan, dimana pihak yang berwenang 

memanfaatkan kepentingan pribadi (Santoso, 2015). 

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah dimana kinerja 

bertindak sebagai agen yang harus memberikan informasi dan menetapkan 
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strategi dalam pelayanan yang terbaik.Sedangkan pimpinan bertindak sebagai 

pihak prinsipal selaku penerima hasil yang baik dari agen.Laporan keuangan 

yang baik tergantung kepada sistem anggaran yang dikerjakan oleh para 

kinerja atau agen. 

 

B. Rumah Sakit 

1. Definisi Rumah Sakit 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 1 

tentang Rumah Sakit yang menyatakan rumah sakit merupakan institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan dan gawat darurat. 

Rumah sakit memiliki pola pengelolaan keuangan, dimana seluruh 

pendanaan yang dicatat dalam anggaran didapat dari Negara. Rumah sakit 

bertugas untuk mengendalikan anggaran agar biaya yang dikeluarkan tidak 

lebih besar dari jumlah dana yang diperoleh. 

Indikator sistem penilaian dalam rumah sakit merupakan salah satu alat 

yang digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan rumah sakit secara terus 

menerus. Rumah sakit milik Negara harus mampu memberikan informasi 

yang menggambarkan kemajuan rumah sakit pada suatu periode tertentu. 

Sehingga kualitas rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki 

mutu yang menjamin terhadap pelayanan. 
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C. Pernyataan PP Nomor 21 Tahun 2004 

Sesuai dengan pasal 1 menyatakan bahwa Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan 

pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam 

perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan 

implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang 

dituangkan dalam prakiraan maju. Sasaran (target) adalah hasil yang 

diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 

program. 

Sesuai dengan pasal 7 menyatakan bahwa Penyusunan anggaran berbasis 

kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam 

pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari 

setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan 

standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan 

anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun anggaran 

yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan.  
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D. Anggaran 

1. Definisi Anggaran 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa 

anggaran merupakan pedoman yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi 

rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam 

satu periode. Menurut Halim (2012), menyatakan bahwa anggaran diartikan 

sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk financial, yang meliputi 

usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan 

cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. 

Menurut Bastian (2014), Anggaran merupakan rencana operasi 

keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber 

pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. 

Anggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya 

kedalam kegiatan-kegiatan yang tidak terbatas, seluruh proses anggaran 

dikerjakan oleh sektor publik. Anggran mengoptimalkan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendayagunakan dana yang tersedia agar berorientasi 

kepada pencapaian hasil. 

Menurut Bastian (2010), menyatakan bahwa anggaran dapat 

diinterpretasikan sebagai paket pernyataan yang menyangkut perkiraan 

penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode 

tertentu.  
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2. Fungsi Anggaran 

Menurut Halim dan Kusufi (2016:48), fungsi anggaran dalam menyusun 

anggaran adalah sebagai berikut: 

a Anggaran Sebagai Alat Perencanaan, anggaran dibuat untuk 

merencanakan tindakan yang dilakukan oleh pihak instansi. Berapa biaya 

yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja instansi 

tersebut. Anggaran menuntut pemikiran teliti karena anggaran 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan nyata dalam unit dan uang. 

b Anggaran Sebagai Alat Pengendalian, instrument pengendalian 

digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, 

terlalu rendah, salah sasaran dan adanya penggunaan dana yang tidak 

semestinya. Pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan 

dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran 

penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan. 

c Anggaran Sebagai Alat Motivasi, anggaran digunakan sebagai alat 

motivasi pimpinan dan kinerja agar dapat bekerja secara ekonomis, 

efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang 

ditetapkan.  

d Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi, dokumen anggaran 

yang komprehensif adalah sebuah bagian atau unit kerja yang merupakan 

sub-organisasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang 

akan dilakukan oleh bagian unit kerja lainnya. 

e Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, dinilai berdasarkan pencapaian 

target anggaran, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja 
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manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang 

efektif untuk mengendalikan dan penilaian kinerja. 

 

3. Siklus Anggaran 

Siklus anggaran merupakan tahapan dalam penyusunan anggaran yang 

bersifat sistematis. Menurut Mardiasmo (2009:70), ada beberapa tahapan 

dalam penganggaran sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan, dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran 

yang diperlukan untuk menaksirkan pendapatan yang diperoleh secara 

akurat. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah 

sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknyaterlebih dahulku 

dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu,harus 

disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan 

diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang 

anggaran pengeluaran. 

b. Tahap persetujuan, dilakukan untuk mengadakan pembahasan untuk 

memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak 

anggaran yang telah di rincikan. 

c. Tahap administrasi, penatalaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan 

pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah 

direncanakan. 
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d. Tahap pelaporan, dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu 

tertentu yang ditempatkan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisah 

dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan. 

e. Tahap pemeriksaan, laporan yang diberikan atas pelaksanaan kemudian 

diperiksa. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan untuk proses 

penyusunan pada periode berikutnya. 

 

4. Manfaat Anggaran 

Menurut Nafarin (2013:9), anggaran mempunyai banyak manfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 
b. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

pegawai. 
c. Dapat memotivasi pegawai. 
d. Menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai. 
e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 
f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat 

dimanfaatkan secara efesien. 
g. Alat pendidikan bagi manajer. 
h. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia usaha. 
i. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. 
j. Membantu dan menunjang kebijaksanaan suatu instansi. 
k. Mengerahkan seluruh tenaga kerja dalam instansi dalam menentukan arah  
l. Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. 
m. Menentukan tujuan-tujuan suatu instansi. 
n. Mengetahui kelemahan-kelemehan dalam suatu instansi. 
o. Mengawasi kegiatan-kegiatan instansi. 
p. Adanya suatu perencanaan yang terpadu dalam pekerjaan instansi. 

 

5. Jenis-jenis Anggaran 

Menurut Mahmudi (2016),  mengemukakan beberapa jenis anggaran, 

yaitu: 
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a. Line Item Budget, sistem anggaran yang menyajikan belanja berdasarkan 

masukan atau sumber daya yang digunakan. Tetapi, belum mengukur 

efisiensi dan efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara 

masukan dengan keluaran. Tidak memungkinkan untuk menghilangkan 

item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur 

anggaran, walaupun sebenarnya secara rill item tertentu sudah tidak 

relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang 

demikian, penggunaan anggaran line item budget tidak memungkinkan 

untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok 

ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam 

menggunakan dana yang diusulkan. 

b. Incremental Budget, sistem anggaran yang hanya menambahkan atau 

mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun 

lalu sebagai dasar anggaran tahun depan. Penekanan dan tujuan utama 

pendekatan Incremental Budget adalah pada pengawasan dan 

pertanggungjawaban yang tersebut. Item-item anggaran yang sudah ada 

sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar 

untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa 

dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan semacam ini tidak saja 

belum menjamin terpenuhinya kebutuhan rill. Namun, juga dapat 

mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena 

kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang 

dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah 

didasarkan atas kebutuhan yang wajar. 
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c. Planning, Programming, Budgeting System, sistem anggaran yang 

penyusunan anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki 

visi, misi, tujuan dan strategi organisasi yang dituangkan dalam rencana 

strategi unit kerja.  Teknik penganggaran yang didasarkan pada teori 

sistem yang beriorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan 

utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. 

Sistem anggaran ini tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional 

dari divisi-divisi. Namun, berdasarkam program, yaitu pengelompokkan 

aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu model penganggaran 

yang ditujukkan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan 

alokasi sumber daya. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki 

pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak 

terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut instansi dihadapkan pada 

pilihan alternative keputusan yang memberikan manfaat paling besar pada 

pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.  

d. Zero Basic Budget, sistem anggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. 

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan 

yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan 

menggunakan konsep  Zero Based Budgeting dapat menghilangkan  

incrementalism  dan  line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol 

(zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan 

besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun 

depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah 

penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk 
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menyusun anggaran tahun ini. Namun, penentuan anggaran didasarkan 

pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai 

dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan 

dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari 

struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru. 

e. Performance Budget, sistem anggaran yang dilakukan dengan 

memperhatikan keterkaitan antara anggaran masukan dengan keluaran dan 

hasil yang diharapakan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi 

dalam pencapaiaan keluaran dan hasil. 

 

6. Akuntabilitas Anggaran 

Salah satu tolak ukur yang penting dalam suatu anggaran yang digunakan 

untuk mengukur kinerja pegawai adalah adanya pertanggungjawaban para 

kinerja rumah sakit Tentara Binjai. Pertanggung jawaban kepada publik 

dalam konteks kinerja lembaga dan aparat yang berada di bidang manajemen, 

organisasi maupun di bidang kebijakan publik. (Indra Bastian, 2013). 

Pertanggungjawaban pelayanan rumah sakit merupakan suatu wujud 

kewajiban untuk mampu menilai keberhasilan atau kegagalan dalam suatu 

pelayanan di dalam intansi pemerintahan. Sesuai yang telah ditetapkan 

INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Dalam Instansi 

yang berisi “ Untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang 

mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja 

instansi pemerintah”. 
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7. Partisipasi Anggaran 

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-

individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh 

terhadap target anggaran tersebut. partisipasi adalah tingkat keikutsertaan 

manajer dalam menyusun anggaran terhadap pertanggungjawaban manajer 

yang bersangkutan, menurut Sinaga dan Siregar (2009). 

 

D. Kinerja 

1. Definisi Kinerja 

Menurut  Hasibuan (2010), menyatakan kinerja adalah suatu pelaksanaan 

tugas-tugas yang dibebankan kepada pekerja yang didasarkan atas 

pengalaman dan kesungguhan waktu untuk menunjukkan suatu hasil kerja 

yang dicapai para kinerja. Menurut Bastian (2013), kinerja adalah suatu 

kegiatan kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi, misi dan sasaran 

tingkat pencapaian suatu instansi. 

Menurut Mahsun (2012), kinerja adalah suatu penilaian yang diberikan 

seorang pemimpin instansi terhadap bahwahanya secara periode mengenai 

efektivitas kerja berdasarkan sasaran, standar  dan kriteria yang telah 

ditetapkan disuatu instansi. 

 

2. Tujuan Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2009), tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 
b. Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 
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c. Untuk mengkomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah 
dan bawah serta memotivasi untuk mencapai suatu tujuan. 

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 
individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 

e. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang 
ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, 
pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja 
pegawai. 

f. Evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, 
promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. 

g. Untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di 
bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya 
kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. 

 

3. Manfaat Kinerja 

Menurut Wibowo (2010), perfomance management memberikan manfaat 

bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer, dan juga setiap individu di 

dalam organisasi tersebut. adapun manfaatnya sebagai berikut: 

a. Untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. 
b. Untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja. 
c. Untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas. 
d. Sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan. 
e. Untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. 
f. Untuk pengembangan diri karyawan. 
g. Sebagai pendukung kepemimpinan. 
h. Untuk memotivasi dan pengembangan kerjasama tim. 
i. Sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. 
j. Untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan. 
k. Untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan. 
l. Sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas. 
m. Sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja. 
n. Untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan, rencana perbaikan, dan 

cara bekerja 

 
4. Indikator Kinerja 

Menurut Winardi (2009), indikator kinerja dilihat berdasarkan fungsi-

fungsinya sebagai berikut : 

a. Perencanaan, berfungsi membantu instansi untuk mencapai sasaran-

sasaran dalam merencanakan kegiatan di dalam instansi. 
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b. Pengorganisasian, merancang rencana untuk mencapai tujuan yang 

dibuat pimpinan guna memotivasi para kinerja. 

c. Pengawasan, mengupayakan agar hasil sesuai dengan hasil yang 

direncanakan suatu instansi. 

d. Kualitas kerja diukur dari persepsi kinerja terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan para kinerja. 

e. Kuantitas yang merupakan  jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

f. Ketepatan Waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

g. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya. 

h. Kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan tugas kerjanya. 

i. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai 

komitme kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap 

kantor. 

 

E. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja 

1. Definisi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam 
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kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk 

efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran menurut Halim, (2012:177). 

Menurut Bastian (2010:177), menyatakan bahwa anggaran berbasis 

kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran suatu 

organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis 

suatu organisasi.Sedangkan menurut Hendra (2011), anggaran berbasis 

kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran 

yang berhubungan dengan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor 

publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi 

kinerja. 

 

2. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Anggarini dan Puranto (2010:103), tujuan penyusunan anggaran 

berbasis kinerja meliputi: 

a. Efesiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan 
kegiatan terhadap biaya. 

b. Mendukung alokasi anggaran prioritas program dan kegiatan. 
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
d. Merubah paradigma dan kinerja lembaga berdasarkan pencapaian kinerja 

yang diukur dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu 
program atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, 
ekonomis dan sejalan dengan kebijakan organisasi. 

 

3. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Djayasinga (2015), mengemukakan manfaat anggaran berbasis 

kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Dapat menjadi umpan balik bagi sebuah organisasi untuk mengambil 
langkah untuk tahun-tahun berikutnya. 

b. Institusi akan mempunyai rencana kerja yang pasti dan menjadi acuan 
bagi kinerja untuk mencapai tujuan. 
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c. Kinerja akan termotivasi bekerja sebab tolak ukur penilaian kinerjanya 
melalui sebuah sistem. 

d. Dapat menggerakkan institusi ke arah yang lebih baik. 
e. Sebagai alat komunikasi yang efektif dan efesien. 

 

4. Ciri-ciri Anggaran Berbasis Kinerja 

Secara umum system ini mengandung tiga unsur pokok yaitu : 
a. Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan. 
b. Pengukuran hasil kerja (performance measurement) 
c.  Pelaporan program (program reporting)  
d. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada 

pengawasan. 
e. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan output. 
f. Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat 

dipergunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja. 
g. Keterkaitan yang erat antara tujuan, sasaran dan proses penganggaran. 

 

5. Karakteristik Sistem Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Istiyani (2009), karakteristik sistem anggaran berbasis kinerja 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Rencana, penentu aktivitas yang dilakukan dimasa yang akan datang. 

Rencana tersebut dibuat guna untuk menganalisis kegiatan apa saja yang 

hendak dilakukan didalam suatu instansi.  

b. Anggaran meliputi seluruh kegiatan instansi, mencakup semua kegiatan 

yang dilakukan didalam instansi. 

c. Dinyatakan dalam unit satuan moneter, dimana setiap kegiatan dicatat 

kedalam bentuk satuan yang beraneka ragam. 

d. Jangka waktu yang akan datang, adanya taksiran tentang apa yang terjadi 

serta apa yang dilakukan dimasa yang akan datang. 

e. Sebagai pernyataan pembangunan yang dinyatakan pemerintah daerah 

untuk menjawab setiap kebutuhan, tuntutan atau aspirasi masyarakat 
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(public issues) guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan 

masyarakat tak terbatas sedangkan sumberdaya yang tersedia terbatas. 

f. Sebagai alat manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan setiap 

aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa mengacu kepada 

rencana yang dibuat. 

g. Sebagai sarana untuk mendorong setiap satuan kerja untuk lebih selektif 

dalm merencanakan aktivitas berdasarkan skala prioritas daerah, tugas 

pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran, serta terjaminnya sinkronisasi 

aktivitas dan terhindarnya tumpang tindih aktivitas. 

h. Sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban tentang 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menerangkan 

kinerja yang telat dilaksanakan. 

 

6. Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Halim dan Iqbal (2012:178), prinsip-prinsip penganggaran 

disusun sebagai berikut: 

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, menyajikan informasi yang 

jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh 

masyarakat dari suatu kegiatan. Anggota masyarakat memiliki hak dan 

akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut 

aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- 

kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut 
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pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran 

tersebut. 

b. Disiplin Anggaran, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos 

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran 

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan/ proyek yang belum/ tidak tersedia anggarannya. 

c. Keadilan Anggaran, wajib mengalokasi penggunaan anggarannya secara 

adil agar dapat dinikmati fasilitasnya dengan masyaraka tanpa 

diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya 

diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. 

d. Efesiensi dan Efektivitas Anggaran, penyusunan anggaran hendaknya 

dilakukan berlandaskan efesiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, 

dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia 

harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan 

peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan 

stakeholders. 

e. Disusun Dengan Pendekatan Kinerja, mengutamakan upaya pencapaian 

hasil kerja dari kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus 

sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan, 

selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap 

organisasi kerja yang terkait. 
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7. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

dalam Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (2009:20), ada 

beberapa langkah-langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja 

diantaranya: 

a. Penyusunan Rencana Strategi, Rencana strategis harus disusun secara 

sistematis dan mencantumkan semua tindakan yang harus dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu. 

b. Sinkronisasi, proses pengaturan atau penyetaraan dalam proses pada saat 

yang bersamaan.  

c. Penyusunan Kerangka Acuan, dokumen perencanaan kegiatan yang 

berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di 

mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.  

d.  Perumusan/Penetapan Indikator anggaran, gambaran mengenai 

sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output and outcome. 

e. Pengukuran Kinerja, suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 

finansial dan nonfinansial.  

f. Pelaporan Kinerja, pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

 

8. Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja 

Penerapan anggaran berbasis kinerja menurut Mardiasmo (2009), 

terdapat beberapa elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam anggaran 

berbasis kinerja, diantaranya : 
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a. Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka 

panjang sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana 

visi akan dicapai. 

b. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan 

tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang 

menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai 

visi dan misi yang telah ditetapkan. 

c. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk 

mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan 

menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada 

batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely). 

d. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai 

bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. 

Program harus disertai dengan target sasaran output dan outcome serta 

memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran. 

e. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud 

menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program 

 

8. Siklus Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2009:70), ada beberapa tahap  dalam anggaran 

berbasis kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan (Prepation), tahap persiapan anggaran dilakukan 

taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Tahap 

Persiapan didasari oleh visi, misi,dan tujuan organisasi. Hal ini dapat 
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disampaikan melalui pimpinan organisasi/ dewan pembina organisasi 

dengan memberikan pandangannya mengenai berbagai peluang serta 

kemungkinan/arahan stategis terkait kegiatan yang akan dilakukan. 

Arahan dari pimpinan organisasi/dewan pembina akan ditindak lanjuti 

oleh unit kerja/program melalui pengajuan disain program yang 

dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan. Selain itu, dibutuhkan 

juga indikator pencapaian untuk memudahkan proses monitoring dan 

evaluasi. Dalam mengembangkan anggaran dibutuhkan pula sifat 

fleksibiltasnya, yang dikenal dengan Anggaran Fleksibel. Anggaran yang 

menyesuaikan (flexes) untuk perubahan volume aktivitas dengan jumlah 

rupiah yang dianggarakan. Anggaran ini sangat bermanfaat untuk 

mengendalikan biaya produksi dan beban operasi. 

b. Tahap Ratifikasi (Approval/Ratification), tahap pengumpulan seluruh 

usulan anggaran yang telah disepakati bersama oleh pihak instansi. 

Proses selanjutnya adalah pengumpulan/kompilasi seluruh usulan 

anggaran dan mendiskusikannya bersama. Hal ini penting dilakukan, 

karena pada tahapan ini usulan dari berbagai pihakunit kerja/program 

akan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi. Dengan 

dilakukannya penggabungan ini, sinkronisasi antar program dapat terjalin 

satu sama lain. Namun perlu diingat, setiap masukan/usulan yang 

diberikan dan sinkronisasi program yang diajukan senantiasa harus 

memperhitungkan kepentingan organisasi dan realitas yang ada 

dilapangan.  
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c. Tahap Implementasi (Implementation), tahap pelaksanaan anggaran oleh 

manajer keuangan publik yang memiliki sistem akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Tahapan terpenting dalam proses penyusunan 

anggaran organisasi adalah memprediksi sumber dana untuk membiayai 

kegiatan yang direncanakan. Padahal sumber dana dikenal sebagai bagian 

dari anggaran yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi. Oleh karena itu, 

penting untuk melihat dan menghitung kembali besaran perkiraan dengan 

menggunakan data historis yang dimiliki karena perkiraan pendapatan 

akan mempengaruhi secara langsung tingkat kegiatan yang akan 

dilakukan. Sifat dari aliran kas tersebut baik aliran kas masuk maupun 

aliran kas keluar maka akan bersifat dengan terus menerus. Dengan 

membuat anggaran kas yang juga menjadi aktivitas dalam manajemen 

keuangan tersebut maka organisasi bisa mempersiapkan pengelolaan 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya anggaran kas juga 

bisa digunakan sebagai dasar kebijakan untuk mendapatkan modal. Yang 

lebih penting bahwa dalam pembuatan anggaran kas ini maka bisa 

dijadikan penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. 

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Reporting and Evaluation), tahap 

anggaran yang terkait dengan aspek akuntabilitas. tahapan akhir adalah 

menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang 

terdiri dari tiga skenario yang tersedia, pengeluaran per unit 

kerja/program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan 

 biaya tetap (fixed cost) pengelolaan organisasi sebagai minimum 

pendapatan yang harus diperoleh. Proyeksi arus kas ini bertujuan untuk 
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memperhitungkan jadwal kegiatan dari masing-masing program. 

Proyeksi arus kas ini juga penting untuk melihat adanya kemungkinan 

organisasi menghadapi periode defisit anggaran akan terjadi. Dikuatirkan 

hal ini menyebab tidak adanya alternatif pendanaan pendanaan lainnya 

sehingga pilihan yang akan diambil adalah pengunduran jadwal kegiatan 

atau bahkan pengurangan kegiatan. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, penulis telah memiliki beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dijadikan referensi dalam penulisan skripsi, secara 

ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dibawah ini. 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama 
(Tahun) 

Judul Variabel 
X  

Variabel 
Y 

Hasil Penelitian 

Wahyu 
Sulistiadi 
(2008) 

Sistem anggaran 
rumah sakit yang 
berorientasi untuk 
meningkatkan 
kualitas keuangan  
publik 

Dinyatakan sebagai 
variabel Tunggal karena 
menggunakan metode 
analisis. 

Hasil Analisis 
menunjukkan sistem 
anggaran dapat 
diandalkan dalam 
reformasi keuangan 
rumah sakit karena 
memiliki banyak 
kelebihan dalam 
akuntabilitas keuangan di 
rumah sakit 

Ririn 
Parmita 
(2015) 

Analisis 
pengukuran kinerja 
rumah sakit dengan 
pendekatan 
balanced scovecard 
pada rumah sakit 
daerah madani Palu 

Dinyatakan sebagai 
variabel Tunggal karena 
menggunakan metode 
analisis. 

Persepektif dinyatakan 
sudah baik dan 
mayoritasnya dinyatakan 
setuju 

Aliefiah 
Arief 
Zuraidha 
(2015) 

Evaluasi Penerapan 
Sistem Anggaran 
Berbasis Kinerja 
Dalam Pengelolaan 
Keuangan BLUD 
(Studi Kasus pada 

Dinyatakan dalam 
variabel tunggal karena 
menggunakan metode 
analisis 

Secara umum sistem 
anggaran berbasis kinerja 
yang ideal belum 
tercapai, meskipun 
secara keseluruhan sudah 
baik. 
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RSUD Bangil 
Kabupaten 
Pasuruan) 

Fathoni 
dan Indah 
Kusuma S 
(2011) 

Analisis penilaian 
kinerja rumah sakit 
dengan penerapan 
balanced Scorecard 
(Studi Kasus 
Rumah  sakit 
“ABC” 

Dinyatakan dalam 
variabel tunggal karena 
menggunakan metode 
analisis 

 Hasil penelitian 
menunjukkan terjadi 
peningkatan pada tahun 
2009 sebesar 93% dari 
seluruh variabel da 
keempat perspektif yang 
diukur 

Anita Lolo 
(2017) 

Analisis kinerja 
rumah sakit dengan 
menggunakan 
metode balance 
scorecard 

Dinyatakan dalam 
variabel tunggal karena 
menggunakan metode 
analisis 

Hasil penelitian sudah 
persepektif tapi pada 
perspektif proses 
menunjukkan kondisi 
yang kurang baik. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam analisis sistem anggaran berbasis kinerja di rumah sakit 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

Sesuai dengan pasal 7 menyatakan bahwa Penyusunan anggaran berbasis 

kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam 

pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari 

setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan 

standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan 

anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun anggaran 

yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan.  

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang alur hubungan suatu variabel 

yang satu dengan yang lainnya didalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan 
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yang telah disampaikan maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

    Penganggaran 
Berbasis Kinerja 

1. Mengendalikan dan mengarahkan setiap 
program/kegiatan dengan mengacu pada 
rencana 

2. Setiap satuan kerja dapat lebih selektif 
dalam merencanakan program/kegiatan. 

3. Menghindari duplikasi 
pembiayaan/tumpang tindih anggaran 

Memerlukan 
Renstra dan 

Renja 

1. Program 
2. Sasaran 

terukur 
program 

3. Penggunaan 
program 

4. Kegiatan  

Keputusan strategi untuk 

meningkatkan kualitas organisasi, 

efisiensi, dan optimalitas sumber 

dana, evaluasi dan pelaporan. 

Budget 
Entitas 



32 
 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian Kualitatif 

adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti disebut sebagai instrument kunci. Sedangkan Menurut Rusiadi 

(2014), metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih dari satau variabel. 

Metode Deskriptif ini digunakan penulis untuk menganalisis pola pengelolaan 

keuangan di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai yang berlokasi di 

Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian di laksanakan pada bulan Agustus sampai Maret 2019
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Tabel 3.1  

Jadwal Proses Penelitian 

No 
Kegiatan 
Penelitian 

Bulan/Tahun 

Agus Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Pengajuan Judul                                 
2 Penyusunan 

Proposal 
                                

3 Bimbingan 
Proposal 

                                

4 Seminar Proposal                                 
5 Pengolahan Data                                 
6 Penyusunan 

Skripsi 
                                

7 Bimbingan Skripsi                                 
8 Sidang Meja Hijau                                 

Sumber : Sumber oleh Peneliti (2018-2019) 

 
C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Sugiono (2013:38), suatu kegiatan mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang menjadi subjek 

penelitian adalah Kepala Keuangan, Bendaharan Keuangan dan Pegawai Bagian 

Rencana Anggaran. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2013), data kualitatif adalah data yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alamiah dimana penelitian sebagai instrument kunci.  

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder menurut Notoatmojo (2010), sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengabilan data langsung 

kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan pada waktu 

kejadian atau angka kejadian yang didapat dari bukti yang dipublikasikan seperti 

laporan historis, artikel dan dokumen suatu instansi. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penentu kontrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur menurut Sugiyono 

(2014). Definisi operasional menjelaskan cara yang digunakan untuk meneliti 

dan cara mengoprasikannya, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama dalam 

mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Tujuannya adalah agar 

peneliti dapat mencapai tolak ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang 

sudah didefinisikan konsepnya.  
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Tabel 3.2  

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Indikator 

Sistem 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja 
Berdasarkan 
PP Nomor 21 
Tahun 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyusunan anggaran 
berbasis kinerja 
dilakukan dengan 
memperhatikan 
keterkaitan antara 
pendanaan dengan 
keluaran dan hasil yang 
diharapkan termasuk 
efesiensi dalam 
pencapaian hasil dan 
keluaran tersebut. 
 
 
 
 
 

1. Rencana Strategi dan Rencana 
Kerja. 
a. Program 
b. Sasaran terukur program 
c. Penggunaan program 
d. Kegiatan  

2. Budget Entitas 
3. Mengendalikan dan 

mengarahkan  
4. Selektif dalam merencanakan 

program/kegiatan. 
5. Menghindari duplikasi 

pembiayaan/tumpang tindih 
anggaran. 

 

 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014;401), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang palig strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung pada aktivitas kerja. Adapun penelitian lapangan dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Observasi, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung 

terhadap aktivitas kerja di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. 
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b. Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam wawancara 

penelitian ini yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Kopka Samsul 

Bahri selaku Bendahara Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. Tujuannya adalah 

untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan 

melakukan kajian dari teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

berasal dari sumber-sumber penelitian kepustakaan. Sumber-sumber tersebut 

berasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dipublikasikan. Adapun data sekunder yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan dalam penelitian ini adalah sejarah Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. 

Sedangkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini hanyalah data 

pendukung yang bersumber dari internal instansi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:206), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih nama penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. 

2. Melakukan kajian pustaka. 

3. Merumuskan tujuan penelitian. 

4. Menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian. 

5. Menentukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. 

6. Membuat definisi istilah operasional. 

7. Menyusun rancangan penelitian. 

8. Menentukan instrumen penelitian. 

9. Mengumpulkan data. 

10. Menganalisis data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Umum Objek Penelitian 

a. Letak dan Geografis 

Wilayah kota Binjai 90,23 Km2 dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang 

dan Kabupaten Langkat dengan batas wilayah Sebelah Utara Kecamatan 

Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli 

Serdang. Sebelah Selatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dan 

Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Sebelah Timur Kecamatan 

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Sebelah Barat Kecamatan Selesai, 

Kabupaten Langkat. Letak : -3o31’40” – 3o40’2” Lintang Utara dan -98o27’3” -

98o32’32” Lintang Selatan. 

 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Binjai selatan 
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Berdasarkan surat Kazidam I/BB Nomor B/342/III/2015 tanggal 13 Maret 

2015 tentang Kartu Inventaris tanah dan bangunan yang luas dengan ukuran 

tanah 42.480 m yang berasal dari penyerahan Belanda Tahun 1950. Lokasi 

Jalan Bandung Nomor 4, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai 

Selatan, Kabupaten Kota Binjai dan Luas Bangunan 6.815 m2. 

 

Gambar 4.2 Denah Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai 
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b. Sejarah Singkat Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai 

Rumah Sakit Tk IV 01.07.02 binjai disusun berdasarkan surat perintah 

Kasad Nomor: Sprin/124/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan surat perintah 

Pangdam I/BB Nomor: Sprin/1030/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 serta izin 

operasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor YM. 

02.04.3.2.5217 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pemberian izin 

penyelenggaraan kepada Markas besar TNI-AD di Jalan Medan Merdeka No. 2 

Jakarta Pusat untuk menyelenggarakan Rumah sakit umum dengan nama 

“Rumkit Tk IV Binjai” di Jalan Bandung No. 4 Binjai, Provinsi Sumatera 

Utara. 

Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai merupakan salah satu unit pelayanan 

kesehatan yang memiliki manajemen sendiri dibawah pengawasan Detasemen 

Kesehatan wilayah 01.04.01 Pematang siantar dan Kesdam I/BB sesuai dengan 

izin operasional tetap berdasarkan keputusan Kadinkes Kota Binjai Nomor: 

445-53/K/II/2015 tanggal 8 Februari 2015 selama 5 Tahun dengan perjalanan 

sejarah sebagai berikut: 

1. Pada Tahun 1978 terbentuklah Rumah Sakit Militer dengan sebutan 

“HOSPITAL MILITER” dan sebagai kepala Kesehatan Resort Militer 

Kapten Ckm Dr. Suryadi. 

2. Pada Tahun 1982 sebutan “HOSPITAL MILITER” dirubah menjadi Rumah 

Sakit Tk IV dan sebagai Kepala Rumah Sakit Kolonel Ckm Dr. Sidik Rauf. 

3. Pada Tahun 1986 sebutan “Rumah Sakit Tk IV” dirubah menjadi poliklinik 

01.08.02 dan sebagai kepala Poliklinik 01.08.02 PNS Herman Hurianto. 
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4. Pada Tahun 2002 sebutan “Poliklinik 01.08.02” dirubah menjadi Polban 

01.07.02 Binjai dan sebagai kepala Polban Kapten Ckm Dr. Farhaan 

Abdullah, SpTHT. 

5. Pada Tahun 2006 sebutan “Polban 01.07.02” dirubah menjadi Rumah Sakit 

Tk IV 01.07.02 Binjai Kepala Rumah Sakit Tk IV 01.07.02 Mayor Ckm Dr. 

Farhaan Abdullah, SpTHT. 

6. Pada Tahun 2009 sampai 2013 Rumah Sakit Tk IV 01.07.02 Binjai 

Dikepalai oleh Mayor Ckm Dr. Muhammad Irsan Basyroel, SpKK. 

7. Pada Tahun 2013 sampai 2015 Rumah Sakit  Tk IV 01.07.02 Binjai 

Dikepalai oleh Mayor Ckm Dr. Darma Malem, Sp. THT-KL. 

8. Pada Tahun 2016 sampai sekarang Rumah Sakit Tk IV 01.07.02 Binjai 

Dikepalai oleh Mayor Ckm Dr. Rahmawan Budiaji, Sp. Rad. 

Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu yaitu 

dapat memuaskan setiap pemakai jasa layanan rumah sakit dengan tingkat 

kepuasan rata-rata penduduk sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

 

c. Visi dan Misi 

Visi 

“Menjadi Rumah Sakit Utama Di Kota Binjai Yang Memberikan Pelayanan 

Prima Dengan Berorientasi Pada Kebutuhan Pelanggan.” 

Misi 

1. Mewujudkan rumah sakit TNI-AD sebagai rumah sakit pelayanan umum 

yang bermutu dan mengutamakan kepuasan pelanggan. 
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2. Mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

3. Memberikan kontribusi positif kepada TNI-AD melalui pengelolaan usaha 

rumah sakit yang mandiri dan professional. 

 

d. Nilai Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai 

1. Nondiskriminatif, tidak adanya perbedaan dalam pelayanan baik dinas 

maupun umum semuanya memiliki kesempatan yang sama kecuali 

kasusnya. 

2. Profesional, pelayanan diberikan sesuai bidang ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. 

3. Solid, pelayanan diberikan atas dasar kerjasama dan kekompakan dengan 

memperhatikan koordinasi, integritas dan berlanjut. 

4. Komitmen, pelayanan dilaksanakan dengan dilandasi komitmen yang 

tinggi dalam menjaga nama baik kesatuan. 

 

e. Tujuan, Motto dan Falsafah Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai 

Tujuan 

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. 

2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang aman. 

3. Terwujudnya administrasi yang cepat, tepat dan aman. 

4. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu. 

5. Terwujudnya peran aktif dalam upaya kesehatan promotif dan preventif. 
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Motto 

“Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.” 

Falsafah 

“Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang profesional dan 

terjangkau.” 

 

f. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menjelaskan tentang adanya pembagian kerja dan 

menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang berbeda-beda agar dapat 

dikoordinasikan dengan baik dan bertanggungjawab atas laporan tugas 

masing-masing. Berdasarkan peraturan kasad nomor perkasad/16/III/2008 

tanggal 28 Maret 2008 tentang organisasi Denkesyah 01.04.01 Pematang 

Siantar dan Rumah sakit Tk IV telah ditetapkan jabatan struktural untuk 

penyelenggaraan rumah sakit yang diwadahi dengan jabatan fungsional sesuai 

kebutuhan dan keahliannya dengan instansi Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai.
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g. Tugas Pokok dan Fungsi 

Ada pun tugas pokok dan fungsi Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai sebagai 

berikut: 

1. Kepala Rumah Sakit 

Tugas dan tanggung jawab :  

a. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan fungsi 

perumahsakitan. 

b. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan organisasi, sistem, 

metode dan prosedur kerja dilingkungan rumah sakit. 

c. Meningkatkan kesejahteraan, kemampuan kerja dan pengembangan 

personel dalam rangka kesiapan satuan.  

d. Meningkakan daya dan hasil guna serta keserasian kerja di rumah sakit. 

e. Penetapan kebijakan dalam pencapaian sasaran kerja Rumah Sakit Tentara 

Tk IV 01.07.02 Binjai, prosedur tetap operasional rumah sakit serta 

penetapan program/target sasaran berdasarkan program komando atas. 

f. Hasil pencapaian program/target berupa laporan Tahunan kepada Komando 

Atas. 

g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dandenkesyah 

01.04.01 Pematang Siantar Kesdam I/BB. 

1. Wakil Kepala Rumah Sakit 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. menyusun perencanaan kegiatan 
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b. sistem dan prosedur 

c. pengkoordinasian 

d. pelaksanaan 

e. pengawasan 

f. dan evaluasi pelayanan rawat  dan intensif di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai. 

 

2. Komite Medik  

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Memimpin semua pertemuan staf medik fungsional rumah sakit. 

b. Memutuskan berbagai hal yang berkaitan prosedur dan tata cara dengan 

setiap rapat komite medik yang tidak diatur dalam statuta atau dalam 

peraturan Rumah Sakit Tentara Tingkat IV 010702 Binjai.  

c. Bekerjasama dengan Kepala Instalasi dan unit untuk menangani berbagai 

hal mendesak yang seharusnya ditetapkan oleh putusan rapat komite medik 

dalam hal rapat komite medik belum diselenggarakan, dan memberikan 

wewenang pada Karumkit untuk mengambil segala tindakan yang perlu 

sesuai dengan situasi saat ini. 

d. Melaporkan setiap keputusan yang telah ditetapkan kepada Karumkit serta 

melaporkan pelaksanaan rapat berikutnya.  

3. Staf Medik  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Memberikan pelayanan terhadap para pasien. 

b. Membantu para pasien dalam melengkapi administrasi rumah sakit. 

c.  Menetapkan status para pasien.  
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4. Urmed  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Melakukan pengarsipan terhadap administrasi medic 

b. Bertanggung jawab atas semua administrasi. 

c. Meningkatkan sistem rekam medik dan pengarsipan sesuai dengan standar 

Rumah sakit. 

 
5. Urtuud  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Menyelenggarakan sistem pelaporan data teknis medis berdasarkan buku 

pedoman pelaporan sesuai Kep Dirkesad Nomor Kep/608/XII/2011. 

b. Menyelenggarakan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel.  

c. Mengeluarkan peraturan tetap (Protap) tentang tagihan atau biaya bagi 

pelayanan masyarakat umum.  

d. Membentuk organisasi pembantu sebagai penghubung pelayanan 

administrasi BPJS.  

 

6. Instal Bedah Dan Anestesi  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Bertanggung jawab memberikan pelayanan di dalam ruang UGD. 

b. Bertanggung jawab memberikan pelayanan di dalam ruang bedah. 

c. Bertanggung jawab menyiapkan ruangan dan alat untuk pelaksanaan 

operasi.  
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7. Instal Watlan  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Bertanggung jawab memberikan pelayanan terhadap pasien rawat jalan. 

b. Mengelola dan mengembangkan pelayanan dan keperawatan secara 

profesional dan bermutu.  

 

8. Instal Watnap  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Mengelola dan mengembangkan pelayanan terhadap pasien rawat inap. 

b. Pelayanan dalam perawatan rawat inap. 

9. Unit Farmasi  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Memberikan pelayanan terhadap obat-obatan atau bekes yang diperlukan 

di rumah sakit. 

b. Bertanggung jawab atas setiap obat yang masuk dan keluar.  

 

10. Unit Jangdiag  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Bertanggung jawab atas pemeriksaan di laboratorium, rontgen dan USG. 

b. Mengelola dan menyediakan alat-alat di laboratorium, rontgen dan USG.  

 

11. Unit Jangwat 

Tugas dan Tanggungjawab :   

a. Mengelola dan menyediakan alat-alat perawatan pasien. 

b. Bertanggung jawab atas pemeriksaan alat-alat perawatan pasien.  
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12. Unit rikkes  

Tugas dan Tanggungjawab :  

a. Bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan pasien. 

b. Bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik pasien. 

c. Bertanggung jawab atas pemeriksaan rontgen pasien.  

 

2. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 

2004  

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam pola pengelolaan 

keuangan di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai yang dimulai dengan Penetapan 

Rencana Strategi Dan Rencana Kerja, Budget Entitas, Keputusan Strategi Untuk 

Meningkatkan Kualitas Instansi, Pengendalian dan Pengarahan Kegitan, Seleksi 

Dalam Perencaan Kegiatan, Menghindari Duplikasi Pembiayaan 

a. Penetapan Rencana Strategi dan Rencana Kerja 

Penetapan rencana strategi dan rencana kerja dilakukan dalam penerapan 

anggaran berbasis kinerja yang tertuju pada visi suatu organisasi. Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Renstra merupakan 

dokumen  perencanaan yang memuat visi, misi, dan tujuan dalam kegiatan 

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dijelaskan oleh 

bapak Kopka Samsul Bahri selaku Bendahara Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai 

sebagai berikut: 

“Sudah sesuai dengan visi rumah sakit, sasaran strategi dan rencana kerja 

sudah terlaksana, karena untuk melakukan suatu kegiatan yang 

bersangkutan dengan rumah sakit harus ditetapkan terlebih dahulu 
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sasaran strategi dan rencana kerja yang sesuai dengan visi, misi dan 

tujuan yang hendak dicapai di Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai ini. 

Pelaksanaan sasaran strategi itu mencangkup suatu kegiatan atau 

program-program sehingga sebelum program tersebut dilaksanakan, 

maka harus diarahkan kepada Kepala Rumah Sakit. Karena sasaran 

kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sebagai pelaksanaan suatu 

kegiatan. Bukan hanya kegiatan saja. Namun, terlaksananya suatu 

sasaran strategi tergantung kepada para kinerja.”, (Hasil wawancara 21 

Mei 2019). 

Terlaksananya sasaran strategi harus sesuai dengan rincian kegiatan yang 

hendak dituju. Penetapan rencana strategi dan rencana kerja didalam Rumkit 

Tk IV 01.07.02 Binjai dilakukan dengan cara melakukan pengajuan kepada 

satuan kerja khusus yang mengatur kegiatan yang nantinya setiap pengajuan 

tersebut akan dibahas sebelum sampai kepada keputusan Kepala Rumah sakit. 

Hal ini dibuktikan dengan paparan yang disampaikan Bendahara Rumkit Tk IV 

01.07.02 Binjai. 

“Kalau visi sudah pasti menjadi acuan untuk melayani rumah sakit 

sebagai bukti bahwa kinerja dan anggaran yang diberikan sejalan dengan 

yang dikerjakan. Tapi, kalau misi yang terlihat itu point 1 dan 3 yaitu 

mewujudkan rumah sakit pelayanan umum yang bermutu dan 

mengutamakan kepuasan serta memberikan kontribusi positif kepada 

TNI-AD melalui pengelolaan usaha rumah sakit yang mandiri dan 

professional. Artinyakan sesuai dengan kontribusi bahwa TNI-AD siap 
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melindungi masyarakat, ya inilah wujud dari melindungi masyarakat 

itu.”, (Hasil Wawancara Tanggal 21 Mei 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan 

sasaran strategi dilakukan guna untuk memulai terlaksananya suatu kegiatan 

atau program. Dimana penetapan sasaran strategi tersebut harus dilaporkan 

atau diajukan kepada Kepala Rumah Sakit guna untuk mendapatkan keputusan 

akhir dari penetapan sasaran strategi.  

Jika visi dan misi sudah sejalan dengan rencana strategi dan rencana kerja 

maka program dan seluruh kegiatan menjadi acuan yang utama. Hal ini 

dibuktikan dengan paparan yang disampaikan Bendahara Rumkit Tk IV 

01.07.02 Binjai. 

“Untuk program, sasaran yang terukur program, penggunaan program dan 

kegiatan itu dapat dilihat pada rincian anggaran. Untuk program sendiri itu 

harus di rincikan, karena setiap program yang dibuat harus dievaluasi terlebih 

dahulu, apakah ini cocok diadakan dirumah sakit ini atau tidak. Jika tidak 

sejalan untuk apa dibuat program dan kegiatan, karena program dan kegiatan 

pastinya harus menggunakan anggaran. Untuk itu sebelum melakukan kegiatan 

harus mengadakan evaluasi kantor terlebih dahulu”. (Hasil Wawancara 

Tanggal 21 Mei 2019). 

 

b. Budget Entitas 

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:20) menyatakan bahwa enitas 

merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan 

kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan 
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keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Menurut Bapak 

Kopka Samsul Bahri menyatakan : 

“Untuk mengadakan Budget Entitas ini kan harus adanya kegiatan, wujud 

dari anggaran harus terlihat jelas apakah sejalan atau tidak. Kalau di rumah 

sakit ini sudah sejalan dan baik, karena anggarannya harus sesuai 

kegiatan”, (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2019). 

Entitas pelaporan merupakan unit pelayanan umum yang terdiri dari satu 

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyajikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan 

keuangan yang bertujuan umum. Sesuai dengan penjelasan bapak Kopka 

Samsul Bahri yaitu: 

“Kita bisa melihat program dan kegiatan pada Rumkit Tk IV 01.07.02 

Binjai untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 sudah terwujud dengan baik, 

meskipun belum sesempurna mungkin. Namun, program dan kegiatan 

sudah sesuai dengan rencana strategi yang telah dirumuskan 

sebelumnya”, (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Penetapan 

kegiatan atau program dilaksanakan sesuai dengan koordinasi terhadap 

satuan/instansi terkait adanya program dan kegiatan, baik itu  kegiatan khusus 

dan tidak khusus. Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa penetapan 

kegiatan dan program harus sejalan dengan penetapan sasaran strategi agar 

dapat berjalan dengan baik. 
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c. Keputusan Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Instansi 

Keputusan strategi dalam meningkatkan kualitas instnasi tidak bisa lepas 

dari kebijakan umum anggaran kinerja, satuan unit yang ditunjuk sebagai 

pengurus kegiatan tidak dapat semena-mena bekerja, hal ini dikarenakan pada 

pengambilan keputusan akan dilihat kualitas pada instansi. Sesuai Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang anggaran 

pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2015 menyatakan bahwa 

rancangan anggaran yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan 

kemampuan menghimpun pendapatan dalam rangka mendukung terwujudnya 

perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan ada peraturan yang tidak bisa 

dilanggar dari pemerintah pusat. Sesuai dengan yang dijelaskan Bapak Kopka 

Samsul Bahri sebagai berikut: 

“keputusan strategi dalam intansi itu tertuju pada anggarannya. Jika 

anggaran yang dituju mengarah dan jelas pada sasaran kegiatan, maka 

kualitas dalam instansi juga terlihat. Dalam beberapa tahun belakangan 

ini saja sudah terlihat dari banyaknya pasien dan tingkat pelayanan kami 

juga sudah bertambah”,(Hasil Wawancara Tanggal 21 Mei 2019). 

Keputusan strategi untuk meningkatkan kualitas instansi merupakan salah 

satu kegiatan operasional rumah sakit yang sifatnya mendasar. Tujuannya 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang terkait untuk pengambilan 

keputusan pada tahap akhir.  

 
d. Pengendalian dan Pengarahan Kegiatan 

Pengendalian dan pengarahan terhadap anggaran adalah proses untuk 

memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara 
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tepat dan efisien. Pengendalian dan pengarahan terhadap pelaksanaan anggaran 

dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan 

penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana 

yang telah digariskan dalam anggaran negara. Sejalan dengan yang dipaparkan 

oleh Bendahara Rumkit Tk IV 01.07.02 Binjai: 

“Pengarahan dan pengendaliaan itu banyak bukan hanya kegiatan saja. 

Namun, untuk setiap kegiatan sudah pasti pengarahan dan pengendalian wajib 

dilakukan sebagai wujud dari perencanaan”. (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 

2019). 

Pengarahan dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

terpisah oleh suatu kegiatan. Sehingga pengarahan dan pengendalian wajid 

dilakukan sebagai bentuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan. 

 

e. Seleksi Dalam Perencanaan Kegiatan  

Dalam setiap kegiatan selalu ada seleksi untuk menentukan kegiatan yang 

tepat dilaksanakan di rumah sakit. Perencanaan kegiatan yang sudah diseleksi 

akan ditetapkan dan dievaluasi guna untuk dijadikan anggaran. Menurut Bapak 

Kopka Samsul Bahri menjelaskan sebagai berikut: 

“Seleksi itu dibuat untuk menentukan kegiatan yang tepat dan kegiatan 

yang dibutuhkan dirumah sakit. Nantinya kegiatan tersebut dicatat untuk 

menentukan anggaran. Sehingga kegiatan harus di seleksi”. (Hasil 

wawancara tanggal 21 Mei 2019). 
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Seleksi dalam perencanaan kegiatan guna untuk mengutamakan 

kegiatan yang paling dibutuhkan, dibandingkan kegiatan yang 

perencanaannya masih dalam waktu yang lama. 

 

f. Menghindari Duplikasi Pembiayaan 

Dalam penganggaran harus dilakukan oleh unit khusus secara terpercaya, 

untuk menghindari terjadinya duplikasi pembiayaan. Duplikasi yang tidak 

diatisipasi dapat mengakibatkan kelebihan dana yang berlebihan. Sejalan 

dengan yang di sampaikan Bapak Kopka Samsul Bahri sebagai berikut: 

“Duplikasi itukan berarti melakukan penggandaan dana, untuk itu unit 

pengangaran harus diawasi. Karena jika tidak maka akan terjadi 

pelanggaran yang tidak diinginkan”. (Hasil wawancara tanggal 21 Mei 

2019). 

Menghindari duplikasi pembiayaan guna terjadinya penyelewengan dana 

atau tumpang tindih yang dilakukan oleh para kinerja yang melakukan 

pencatatan pembiayaan anggaran. 

 

B. Pembahasan 

1. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 

2004 

Sesuai dengan pasal 7 menyatakan bahwa Penyusunan anggaran berbasis 

kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan 

keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil 

dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan 
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indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis 

kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan 

pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk 

menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan 

maju bagi program yang bersangkutan.  

Indikator utama rencana strategi dan rencana kerja yang ditetapkan sejalan 

dengan program visi dan misi. Sejalan dengan jenis anggaran yang memiliki 

karakteristik penting untuk anggaran berbasis kinerja. Yang pertama Line-Item 

Budgeting yang tujuan utamanya untuk mengontrol anggaran, sangat berorientasi 

kepada masukan instansi. Walaupun dalam pelaksanaan masih banyak kelemahan 

karena hanya sebatas kegiatan anggaran saja, setelah kegiatan dan anggaran 

terlaksana maka pekerjaan selesai. Incremental gunanya untuk menetapkan 

rencana anggaran dengan menaikkan jumlah anggaran yang lalu untuk anggaran 

yang sudah berjalan. Planning, Programing,  Budgeting System and zero Basic 

Budgeting. Gunanya untuk menutupin kelemahan dari Line Item-Budgeting 

dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Perencanaan anggaran dengan metode ini 

apabila melakukan anggaran dalam jumlah yang besar dimana hasil tersebut dapat 

melakukan perputaran untuk kegiatan selanjutnya. Performance Budgeting 

digunakan untuk mengukur kinerja rumah sakit yang paling efektif karena diukur 

dari pengeluaran yang sesuai dengan visi dan misi yang ada dirumah sakit. 

Indikator kedua Budget Entitas mengelola anggaran, kekayaan, dan 

kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan 

atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Budget sudah terwujud 
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dengan baik, meskipun belum sesempurna mungkin. Namun, program dan 

kegiatan sudah sesuai dengan rencana strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Indikator ketika keputusan strategi untuk meningkatkan kualitas instansi 

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2015 menyatakan bahwa 

rancangan anggaran yang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan 

kemampuan menghimpun pendapatan dalam rangka mendukung terwujudnya 

perekonomian nasional. Keputusan strategi sudah berjalan dan sesuai dengan 

kegiatan yang ada di rumah sakit ini. 

Indikator keempat Pengendalian dan pengaraghan terhadap pelaksanaan 

anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan 

negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari 

rencana yang telah digariskan dalam anggaran Negara. Pengendalian dan 

pengarahan sudah berjalan dengan baik, karena setiap kegiatan diadakan evaluasi 

kinerja. 

Indikator kelima dalam setiap kegiatan selalu ada seleksi untuk menentukan 

kegiatan yang tepat dilaksanakan di rumah sakit. Perencanaan kegiatan yang 

sudah diseleksi akan ditetapkan dan dievaluasi guna untuk dijadikan anggaran. 

Seleksi itu dibuat untuk menentukan kegiatan yang tepat dan kegiatan yang 

dibutuhkan dirumah sakit. Nantinya kegiatan tersebut dicatat untuk menentukan 

anggaran. Sehingga kegiatan harus di seleksi agar berjalan dengan baik. 

Indikator keenam penganggaran harus dilakukan oleh unit khusus secara 

terpercaya, untuk menghindari terjadinya duplikasi pembiayaan. Duplikasi yang 

tidak diatisipasi dapat mengakibatkan kelebihan dana yang berlebihan. Sehingga 
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pihak rumah sakit melakukan evaluasi agar tidak ada penyimpangan pada saat 

pelaksanaan anggaran berlangsung 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan  Aliefiah Arief 

Zuraidha (2015) yang menyatakan bahwa Sebagai media komunikasi dan 

pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta 

menerangkan kinerja yang telat dilaksanakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Sistem Anggaran 

Berbasis  KinerjaBerdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004 Di Rumkit Tk IV 

01.07.02 Binjai adalah sebagai berikut :  

1. Sistem anggaran berbasis kinerja tidak lagi melihat pada masukan melainkan 

pada pengeluaran yang mengandung pengendalian biaya sehingga seluruhan 

lokasi anggaran berjalan sesuai dengan baik.  

2. secara garis besar sistem anggaran sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2004 

dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang terkait dengan pendanaan 

pengeluaran melalui tingkat kegiatan yang telah terencana dengan baik dan 

memiliki kualitas yang baik pada hasil akhir dari kegiatan. 

 

B. Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk 

itu ada beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan 

petimbangan untuk melakukan penelitian dengan topic penelitian yang sama: 

1. Instansi Rumah Sakit hendaknya dapat memperhatikan penghematan 

anggaran untuk menyeimbangkan tingkat efisiensi dan pencapaian target 

yang mempengaruhi tingkat efisiensi. 

2. Unit Satuan anggaran perlu meningkatkan pengawasan agar pelaksanaan 

kegiatan/program sesuai dengan rencana kerja dan rencana strategi agar 



60 
 

 
 

dapat menghindari kesalahan-kesalahan seperti penyelewengan dana dari 

pihak tertentu. 

3. Rumah sakit sebaiknya lebih meningkatkan perspektif proses pertumbuhan 

dan pembelajaran terutama untuk meningkatkan pengembangan karyawan 

dengan memberikan pelatihan kepada kinerja 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini secara lebih 

lengkap dan lebik baik lagi. 
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